SALINAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016

Menimbang :

Mengingat

TENTANG KETERTIBAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 9, Pasal 11
dan Pasal 12 ayat (1) huruf e, penanganan gangguan
ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah
kabupaten dan penegakan perda kabupaten dan peraturan
bupati menjadi kewenangan pemerintah kabupaten;

bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat
Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tertib, tenteram, nyaman,
bersih, dan indah, serta berwawasan lingkungan dibutuhkan
adanya pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu
melindungi warga/masyarakat;

bahwa pengaturan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2016 tentang Ketertiban Umum perlu disesuaikan dengan
dinamika perkembangan kehidupan di masyarakat saat ini,
sehingga diperlukan beberapa perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mentapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);
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Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4967);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5769);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang
Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3177);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
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Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan
Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 72);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman
Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

dan
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Ketertiban Umum (Lembar Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1),
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1) Setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan,
jalur hijau, taman dan/atau tempat umum lainnya.

(2) Setiap orang dilarang:
a. menjadi pekerja seks komersial;

b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, dan/atau memaksa orang lain
untuk menjadi pekerja seks komersial; atau

c. memakai jasa pekerja seks komersial.

(3) Setiap orang atau badan dilarang melakukan pengambilan manfaat secara
tidak sah/mengusahakan/memeras tenaga wanita/pria untuk kepentingan
pribadi, kelompok, atau golongan.

2. Di antara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 44A
sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 44A
(1) Setiap orang atau badan dilarang:

a. memproduksi, menyimpan dan memperdagangkan minuman
beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

b. Menyelenggarakan dan memproduksi, menyimpan, mengoplos,
mengedarkan, memperdagangkan, dan menyajikan minuman
dan/atau makanan yang memabukkan atau berbahaya.
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(2) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dapat diizinkan apabila memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45
(1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan
tanpa izin.

(2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain
yang menyimpang dari izin yang dimiliki.

(3) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan permainan
ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan pemukiman.

(4) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha hiburan karaoke
keluarga dilarang menyediakan atau menambah ruangan/bilik tertutup
untuk usaha hiburan karaoke.

4. Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 45A
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

Setiap penyelenggara tempat usaha hiburan melarang, mengawasi, dan
menghimbau kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata api dan/atau
senjata tajam, minuman keras, narkotika serta untuk tidak melakukan praktek
asusila dan tindak pidana lainnya.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 30 Juni 2021
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

oRepataBagian Hukum,
WA

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 30 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

&

ttd.

MUHAMMAD NOOR N -/ BITRI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAT SELATAN
TAHUN 2021 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (7-67/2021)
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG KETERTIBAN UMUM

UMUM

Dalam hubungan sosial selalu terjadi interaksi sosial yang mewujudkan
jaringan relasi-relasi sosial yang disebut sebagai masyarakat. Dinamika
kehidupan masyarakat menuntut cara berperilaku antara satu dengan yang
lainnya untuk mencapai suatu ketertiban. Ketertiban didukung oleh tatanan yang
mempunyai sifat berlain-lainan karena norma-norma yang mendukung masing-
masing tatanan mempunyai sifat yang tidak sama. Oleh karena itu, dalam
masyarakat yang teratur setiap manusia sebagai anggota masyarakat harus
memperhatikan norma-norma yang ada di masyarakat. Ketertiban dan
kedisiplinan adalah landasan kemajuan. Tertib dan disiplin adalah sebuah kunci
untuk menentukan keberhasilan sebuah proses pencapaian tujuan. Dengan
ketertiban, seseorang berusaha mengetahui dan mencermati aturan agar
perjalanan menjadi lebih lancar. Disiplin adalah sikap yang diperlukan untuk
menjalani proses tersebut

Bahwa untuk memaksimalkan penyelenggaraan ketertiban umum sebagai
urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah perlu dilakukan
beberapa penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Ketertiban Umum.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu perubahan atas

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum.

PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Pasal 40
Ayat (1)

Yang dimaksud “tempat umum lainnya” adalah suatu
tempat yang umumnya terdapat banyak orang berkumpul
untuk melakukan suatu kegiatan baik secara sementara
maupun secara terus menerus dan baik membayar
maupun tidak membayar. tempat umum juga dapat
diartikan sebagai sarana yang diselenggarakan oleh
pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan
untuk kegiatan bagi masyarakat.
Yang dimaksud “asusila” adalah perbuatan tidak baik
yang melanggar norma dan kaidah kesopanan, antara lain
prostitusi dan pornoaksi.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud “pekerja seks komersial” adalah
pekerja yang bertugas melayani aktivitas seksual
dengan tujuan untuk mendapatkan upah atau
uang dari yang telah memakai jasa mereka
tersebut



Huruf b
Yang dimaksud “memfasilitasi” adalah
memberikan seseorang atau sekelompok dengan
sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh
orang atau kelompok tersebut.
Huruf
C

Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 44A
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 45A

Cukup jelas.
Pasal I

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 6



